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PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian pembahasan yang penulis kerjakan,

maka dapatlah ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Meskipun jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang menaati Peraturan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 lebih banyak
atau bersifat mayoritas, namun masih perlu beberapa pembenahan dalam
penjatuhan Hukum Disiplin, Hal-hal yang dapat dilakukan Merehabilitas Warga
Binaan Pemasyaratan bagi Pecandu dan Penyalahguna, Narkotika bukan

memasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Implementasi Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 dalam rangka pembinaan bagi Narapidana tidak
efektif dalam sistem pemasyarakatan. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 memandang bahwa Hukuman
Displin sebagai syarat mutlak sebagai sanksi administrasi untuk mendapat hak-hak
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman.Jika melihat daripada
cita-cita Sistem Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP) untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dapat aktif
berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang

baik dan bertanggungjawab. Dengan diberlakukannya Peraturan Kementrian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 menjadi
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tidak efektif dalam meralisasikan Proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

1B Cebongan, Sleman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya, maka atas pemecahan
masalah persoalan tersebut dapat diberikan saran, sebagai berikut :

1. Meskipun ; jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang menaati Peraturan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 lebih banyak atau
bersifat mayoritas, namun masih perlu beberapa pembenahan dalam penjatuhan
Hukum Disiplin, Hal-hal yang dapat dilakukan Merehabilitas Warga Binaan
Pemasyaratan bagi Pecandu dan Penyalahguna, Narkotika di Lembaga

Pemasyarakatan 11B Cebongan, Sleman.

2. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2013 menghilangkan hambatan untuk mendapat hak-hak Narapidana di
setiap Lembaga Pemasyaraktan yang ada di Indonesia. Sehingga Peraturan
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2013 tidak hanya memilki kepastian hukum melainkan kemanfaatan hukum bagi
kehidupan Warga Binaan Pemasyaraktan (WBP) khususnya di Lembaga

Pemasyarakatan I1B Cebongan, Sleman.
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